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 This study was aimed to examine the impacts, constraints, and solutions to overcome the obstacles in the 
implementation of the Tangguh Balam Village / Kelurahan program in Tanjung Benoa Village, South Kuta 
District, Badung Regency. This research was a type of qualitative research with descriptive method. The theory 
of the determinants of the success of public policy implementation developed by George Edward III was used 
in analyzing the problems in this study. The sample technique used in this study was purposive sampling. 
Respondents in this study consisted of six respondents. The results of this study indicate that: The 
implementation of the Tangguh Bencana Village / Kelurahan program in Tanjung Benoa Village, Badung 
Regency conducted by BPBD Badung Regency in collaboration with the Tanjung Benoa Urban Village, related 
agencies and the community are in accordance with Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana  
BNPB Number 1 of 2012 concerning Village General Guidelines / Tangguh Bencana Village. The impact of 
the implementation of the program in general has not been able to provide optimal impact. In terms of 
knowledge, the implementation of the DESTANA program has shown a positive impact, however, in terms of 
community attitudes and community actions it has not had an impact. There are several obstacles faced in the 
implementation of the program, namely the lack of competency of human resources officials, lack of knowledge 
and public awareness of disaster management, lack of facilities for disaster management, inadequate 
procedures and regulations as guidelines for implementing disaster management, not yet integrated disaster 
information and communication systems integrated and integrated. While the solution is to overcome these 
obstacles through efforts to improve the competence of Human Resources, improve facilities and infrastructure 
to support the program, increase coordination and synergy with relevant agencies and also the community, 
improving DESTANA program legislation.   
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Bencana adalah suatu atau serangkaian peristiwa yang dapat mengganggu, 
mengancam dan merusak tatanan kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Bencana 
dapat dating kapan saja dan terjadi dimana saja, bencana dapat disebabkan oleh 
faktor alam maupun faktor perbuatan manusia. Indonesia berdasrkan letak 
geografisnya termasuk kedalam daerah kategori rawan bencana. Dalam rangka 
melakukan upaya penanggulangan bencana, maka pemerintah mengeluarkan 
landasan hukum yaitu undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) merupakan 
 Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak, kendala, dan solusi untuk mengatasi kendala 
dalam implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa, 
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif 
dengan metode deskriptif. Teori faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik yang 
dikembangkan oleh George Edward III digunakan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian 
ini. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purpossive sampling. Responden dalam 
penelitian ini terdiri dari enam orang responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 
Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa Kabupaten 
Badung yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Badung bekerjasama dengan pihak kelurahan Tanjung 
Benoa, instansi terkait dan juga masyarakat telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana  BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh  
Bencana. Dampak implementasi program tersebut secara umum belum mampu memberikan dampak 
yang optimal. Dari sisi pengetahuan implementasi program DESTANA sudah menunjukkan dampak 
positif namun, dari sisi sikap masyarakat dan tindakan masyakat belum berdampak. Terdapat beberapa 
kendala yang dihadapi dalam Implementasi program yakni kurangnya kompetensi SDM aparat, 
kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Penanggulangan bencana, kurangnya 
sarana prasarana penanggulangan bencana, belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai 
pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana, belum terbagunnya sistem informasi dan 
komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi. Sedangkan solusi yang dilakukan untuk 
mengatasi kendala tersebut melalui upaya peningkatan kompetensi SDM, peningkatan sarana dan 
prasarana penunjang program, peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dan juga 
masyarakat, penyempurnaan legislasi program DESTANA.  
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Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk dengan tugas dan fungsi kebencanaan 
mulai dari penanggulangan bencana, hingga rekonstrusi pasca bencana. Mengingat 
potensi bencana yang tinggi terjadi di seluruh wilayah Indonesia, maka pemerintah 
pusat meluncurkan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA). 
Kabupaten Badung merupakan salah satu Kabupaten di Pulau Bali yang memiliki 
tingkat kerawanan bencana yang tinggi, salah satunya adalah potensi bencana 
tsunami di wilayah Tanjung Benoa. Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2013 tentang 
Penanggulangan Bencana sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten 
Badung dalam mendukung komitmen Pemerintah Pusat untuk menciptakan pola 
penanggulangan bencana di tingkat daerah. Implementasi program DESTANA di 
Kelurahan Tanjung Benoa sampai saat ini belum berjalan secara optimal akibat 
adanya kendala internal maupun kendala eksternal.  
 
II. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
berlokasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah 
Kabupaten Badung dan di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, 
Kabupaten Badung. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber 
data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Pemilihan informan dilakukan 
secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara, teknik analisis data yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Reduksi Data (Data 
Reduction), Penyajian Data (Display Data), dan Verifikasi Data (Conclusion). 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan 
Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung 
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Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan 
Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dalam 
pengimplementasiannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung 
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah yang disesuaikan 
dengan peraturan diatasnya yakni Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana. Implementasi program DESTANA di Kelurahan 
Tanjung Benoa dilakukan melalui tahapan: Tahap Perencanaan, Pendanaan, 
Pengembangan Kapasitas, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan 
pembentukan Forum Penanggulangan Risiko Bencana. Secara umum, 
implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Benoa 
Kabupaten Badung belum berjalan dengan optiomal karena beberapa kendala yaitu 
masalah anggaran, kurangnya sumber daya baik sumber daya manusia maupun 
sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana, rendahnya kompetensi SDM 
serta yang lebih penting adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah 
untuk berpartisipasi aktif dalam program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. 
 
3.2 Dampak Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di  
Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung 
Dampak Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di 
Kelurahan Tanjung Benoa Kabupaten Badung yakni secara umum program 
DESTANA belum mampu memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat di 
Kelurahan Tanjung Benoa. Dampak implementasi program ditinjau berdasarkan 
dimensi dampak yang dikemukakan Dye dalam (Agustino, 2014:191-193) dan 
dikaji kembali secara lebih mendalam dengan analisis evaluasi dampak Rochyati 
(2012) dimana dari empat tipe utama dampak dalam evaluasi dampak yaitu : 
Dampak pada kehidupan ekonomi, dampak pada proses pembuatan  
kebijakan,dampak pada sikap publik, dan dampak pada kualitas  kehidupan   
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individu, disimpulkan bahwa implementasi program DESTANA tidak berdampaks 
ecara ekonomi namun pada proses kebijakan, sikap public dan kulaitas kehidupan 
implementasi program DESTANA telah menunjukkan dampak yang masih belunm 
optimal atau belum signifikan.  
3.3 Kendala Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di 
      Kelurahan  Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan,Kabupaten Badung 
Kendala Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di 
Kelurahan Tanjung Benoa Kabupaten Badung yakni Kurangnya kompetensi SDM 
aparat, Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap 
Penanggulangan bencana, Kurangnya sarana prasarana Penanggulangan bencana, 
Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan 
penanggulangan bencana, Belum terbagunnya sistem informasi dan komunikasi 
kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi. Sedangkan solusi yang dilakukan 
untuk mengatasi kendala dalam Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh 
Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa Kabupaten Badung adalah peningkatan 
kompetensi SDM, peningkatan sarana dan prasarana penunjang program, 
peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dan juga masyarakat, 
penyempurnaan legislasi program DESTANA.  
 
IV. PENUTUP 
Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan 
Tanjung Benoa Kabupaten Badung yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Badung 
bekerjasama dengan pihak kelurahan tanjung benoa, instansi terkait dan juga 
masyarakat telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana 
BNPB No 1 Tahun 2012 tentang pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh 
Bencana. Implementasi program DESTANA dilaksanakan melalui tahapan yakni 
tahap Perencanaan, Pendanaan, Pengembangan Kapasitas, Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana dengan pembentukan Forum Penanggulangan Risiko 
Bencana. Namun, secara umum implementasi program DESTANA masih belum 
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terlaksana secara optimal yang disebabkan oleh kendala internal maupun eksternal. 
Implementasi programs ecara umum belum memberikan dampak yang sigifikan 
bagi masyarakat baik secara langsung maupun tak langsung.  
Berdasarkan hasil tersebut maka, BPBD Kabupaten Badung diharapkan 
dapat mengusulkan upaya peningkatan kuantitas SDM dan melakukan upaya 
peningkatan kualitas SDM dengan menggelar pelatihan-pelatihan pengembangan 
SDM dan membekali SDM dengan Standar Kompetensi Kerja Sektor 
Penanggulangan Bencana melalui sertifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 
Selain itu, BPBD juga diharapkan mengajukan permohonan peningkatan sarana 
dan prasarana serta meningkatkankan koordinasi dan sinergitas antar instansi 
terkait. Pemerintah pusat sebaiknya membuat kebijakan yang komprehensif terkait 
penanggulangan bencana di Indonesia dan meningkatkan alokasi APBN untuk 
penanggulangan bencana. Masyarakat diharapkan lebih partisipatif dan pro aktif 
untuk mendukung program pemerintah khususnya program DESTANA. 
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